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Abstract

Maslahah represent the purpose inviting of Islamic law. Study about this
concept is very importance and cannot be disregarded in finishing contemporary law
problem which is not showed clearly by nass al-Qur’an and al-Sunnah. Even to apply
a law which have affirmed in nass al-Qur’an and al-Sunnah also need the
circumstantial study about this concept, so that the law able to go into effect fair and
on the side of human being as subjek of law. This research is done to comprehend
early appearance about concept of maslahah in Islamic law study and also its growth
history as a philosophy of Islamic law study. The result of this research indicated that
the concept of maslahah as a philosophy of Islamic law study, in first time peeped out
by al-Juwaini, later elaborated and developed furthermore by al-Ghazali and
‘Izzuddin ibn *Abd al-Salam. But that way, the concept of maslahah become the
permanent concept in Islamic law study by al-Shatibi whom introduced theory of
magasid al-shari’ah.

Maslahah merupakan tujuan dishari’atkannya hukum Islam. Kajian tentang
konsep maslahah ini sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam menyelesaikan
masalah-masalah hukum kontemporer yang tidak ditunjuki secara jelas oleh nass al-
Qur’an dan al-Sunnah. Bahkan untuk menerapkan suatu hukum yang sudah
ditegaskan dalam nass juga memerlukan kajian yang mendalam tentang konsep
tujuan hukum ini, sehingga hukum tersebut mampu berlaku adil dan memihak kepada
manusia sebagai subjek hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memahami awal mula
munculnya konsep maslahah tersebut dalam studi hukum Islam serta sejarah
perkembangannya sebagai sebuah kajian filsafat hukum Islam. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa konsep maslahah sebagai sebuah kajian filsafat hukum Islam
pertama kali dimunculkan oleh al-Juwaini, yang kemudian dielaborasi dan
dikembangkan lebih lanjut oleh al-Ghazali dan ‘1zzuddin ibn ‘Abd al-Salam. Namun
demikian, konsep maslahah tersebut menjadi konsep yang baku dalam studi hukum
Islam oleh al-Shatibi yang memperkenalkan teori magasid al-shari’ah.

Kata Kunci : maslahah, filsafat hukum Islam.



A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya menggali hukum Islam dari sumber al-Qur’an dan al-Sunnah,
ada dua macam pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama usul figh. Pertama,
pendekatan kebahasaan terhadap sumber hukum Islam yang dititikberatkan pada
pendalaman sisi kaidah-kaidah kebahasaan untuk menemukan suatu makna tertentu
dari nass al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua, pendekatan melalui pengenalan maksud
dan tujuan shari’at yang dititikberatkan pada melihat nilai-nilai maslahah dalam
setiap hukum Allah yang diturunkan untuk umat manusia.’ Pendekatan dalam bentuk
yang terakhir ini penting dilakukan, terutama sekali karena nass al-Qur’an maupun al-
Sunnah sudah tidak diwahyukan lagi, sementara permasalahan masyarakat senantiasa
muncul. Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat
itu, melalui pemahaman tentang tujuan hukum, maka pengembangan hukum akan
dapat dilakukan.

Dalam praktek, menjadikan maslahah sebagai landasan dalam menetapkan
suatu hukum telah dimulai sejak masa awal Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa
ketentuan Nabi SAW di antaranya adanya larangan menyimpan daging kurban
kecuali sekedar untuk waktu tiga hari. Larangan tersebut ternyata didasarkan atas
kepentingan al-daffah (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari
perkampungan sekitar Madinah), sehingga ketika tidak ada lagi tamu yang
membutuhkannya larangan itu pun dihapuskan oleh Nabi SAW.? Dari ketetapan
tersebut terlihat bahwa sejak masa Nabi SAW, maslahah telah menjadi pertimbangan

sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

! AlT Hasaballah, Us(l al-Tashri” al-Islami (Mesir : Dar al-Ma’arif, 1964), 171.
2 Malik ibn Anas, al-Muwatta’, ed. Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bagi (ttp : tnp, tt), 299.
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Apa yang telah dilakukan Nabi SAW, pada masa berikutnya diikuti pula
oleh para Sahabat. Hal tersebut terlihat secara jelas dalam beberapa ketetapan hukum
yang dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khattdb. Di antaranya ‘Umar tidak memotong
tangan pencuri yang dilakukan pada musim kelaparan, ketika ditemukan olehnya
bahwa pencuri tersebut melakukan perbuatannya karena kelaparan. Padahal dalam
surat al-Maidah ayat 38 secara tegas dinyatakan bahwa bagi pelaku pencurian
dikenakan hukuman potong tangan. Demikian pula ‘Umar tidak memberikan bagian
zakat untuk kelompok non-Muslim yang semula dipandang sebagai mu’allafah
qulibuhum (orang-orang yang dijinakkan hatinya), karena pemberian zakat kepada
mereka adalah agar mereka memeluk Islam. Akan tetapi ketika keadaan telah berubah
dan setelah Islam kuat, ‘Umar tidak memberikan bagian zakat mereka karena ‘illat
mu’allafah qulGbuhum tidak ada lagi pada mereka. Padahal dalam surat al-Taubah
ayat 60 secara tegas dinyatakan bahwa para mu’allaf termasuk salah satu yang berhak
menerima bagian zakat.®> Pandangan ‘Umar yang demikian ini tidak terlepas dari latar
belakang pendekatan maslahah dalam memahami ketetapan hukum dari nass.

Pemahaman dan pengembangan hukum Islam dengan mempertimbangkan
maslahah sebagai tujuan shari’at merupakan bentuk pendekatan filsafat hukum

Islam.* Imam al-Haramain al-Juwaint (w. 438 H/1047 M) dapat dikatakan sebagai

3 Contoh-contoh ketetapan ‘Umar yang mempertimbangkan maslahah seperti di atas dan
beberapa contoh yang lain dapat dibaca dalam Muhammad Sa’id Ramadén a-Bati, Dawabit
al-Maslahah fi al-Shari’ah al-Islamiyyah (Beirut : Mu’assasat al-Risalah, 1977), 143-151.

* Istilan “filsafat” dalam hukum Islam dipakai sangat hati-hati oleh para ulama, disebabkan
tidak ditemukannya kata tersebut dalam sumber-sumber literatur hukum Islam. Namun
demikian, kata “filsafat” dapat dipadankan dengan kata “hikmah”, yang berarti pemahaman
rahasia-rahasia shari’at atau tujuan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat di antaranya dari buku-
buku yang membahas filsafat hukum Islam, seperti karya ‘Ali Ahmad al-Jurjawi berjudul
Hikmat al-Tashri wa Falsafatuh, atau karya Subhi Mahmasani berjudul Falsafat al-Tashr” fi
al-Islam, di mana di dalamnya berisi pembahasan secara filosofis tentang hukum Islam
dengan menekankan kajian pada konsep maslahah sebagai acuan dalam pembentukan
shari’at.



ulama usul figh pertama yang menekankan pentingnya memahami tujuan shari’at
dalam menetapkan hukum Islam. la secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak
dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat
memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-
Nya.> Kemudian ia mengelaborasi lebih lanjut tujuan shari’at itu dalam hubungannya
dengan pembahasan ‘illat pada masalah giyas.®

Kerangka pemikiran al-Juwaini di atas dikembangkan oleh muridnya, al-
Ghazali. Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) menjelaskan tujuan shari’at dalam kaitannya
dengan pembahasan al-munasabah al-maslahiyah dalam giyas’, sedangkan dalam
pembahasannya yang lain ia menerangkannya dalam tema istislah.® Maslahah
menurut al-Ghazali adalah memelihara maksud Shari’ (pembuat hukum), yang
selanjutnya ia memerincinya menjadi lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Kelima macam maslahah di atas bagi al-Ghazali berada pada
skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat
dardriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.’

Ulama usul figh berikutnya yang membahas secara khusus konsep maslahah
adalah ‘lzuddin ibn ‘Abd al-Salam (w. 660 H/1261 M). la lebih banyak
mengelaborasi hakikat maslahah yang diejawantahkan dalam bentuk menolak

mafsadat dan menarik manfaat (dar’u al-mafasid wa jalbu al-manafi’).X° Menurutnya,

> ‘Abd al-Malik ibn Yasuf Ab( al-Ma’ali al-Juwaini, al-Burhan fi Us(l al-Figh (Kairo : Dar
al-Ansar, 1400 H), | : 295.

® Ibid., 11 : 923-930.

” Al-Ghazali, Shifa’ al-Galil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta’lil (Baghdad :
Matba’at al-1rshad, 1971), 159.

8 Al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘1lm al-Usdl (Beirut : Dar al-Fikr, tt), | : 250.

°Ibid., I ; 251.

191zzuddin ibn ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam (Kairo : al-Istigdmah,
tt), 1:9.



maslahah keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas,
yaitu dardriyyat, hajiyyat, dan takmilat atau tatimmat. Lebih lanjut ia menyatakan
bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia
maupun di akhirat.*

Selanjutnya pembahasan konsep maslahah secara luas dan sistematis
dilakukan oleh AbU Ishaq al-Shatibi (w.790 H/1388 M). Kajian al-Shatibi tentang
tujuan shari’at ini bertolak dari asumsi bahwa segenap hukum yang diturunkan Allah
senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya untuk masa sekarang
(di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satu pun dari
hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan
sama dengan taklif ma la yutag (pembebanan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan).
Oleh karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan
hukum tersebut.*? Selanjutnya maslahah didefinisikan olehnya dengan memelihara
lima hal pokok (al-kulliyyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta,
yang masing-masing dapat dibedakan dalam peringkat dardriyyat, hajiyyat, dan
tahstniyyat.*®

Sebelum al-Shatibi, konsep maslahah juga dikemukakan oleh al-Tafi (w.
716 H/ 1316 M). Pemikiran al-Tafi mewakili pandangan yang radikal dan liberal
tentang maslahah, sehingga kurang populer pada masanya. Al-TUfi berpendapat
bahwa maslahah merupakan sumber hukum Islam yang berdiri sendiri sebagaimana

halnya al-Qur’an dan al-Sunnah, sehingga posisi maslahah sejajar dengan nass.

1 Ibid, Il : 60-62.
2 Ab(l Ishaq al-Shatibf, al-Muwafagat fi Ustl al-Ahkam (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 11 : 3-4.
B bid., Il : 5.



Bahkan dalam bidang mu’amalah apabila terjadi pertentangan di antara keduanya,
maslahah yang harus didahulukan daripada nass dengan jalan takhsis dan bayan.**
Uraian di atas menunjukkan bahwa kajian tentang konsep maslahah sebagai
inti pembahasan filsafat hukum Islam ini sangat penting dan tidak dapat diabaikan
dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer yang tidak ditunjukkan
secara jelas dalam nass al-Qur’an dan al-Sunnah. Bahkan untuk menerapkan suatu
hukum yang sudah ditegaskan secara jelas dalam nass pun juga memerlukan kajian
yang mendalam tentang tujuan hukum ini, sehingga hukum tersebut mampu berlaku

adil dan memihak kepada manusia selaku subjek hukum.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang pemikiran seperti dijelaskan di atas, pokok masalah
dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah awal mula munculnya konsep maslahah

dan sejarah perkembangannya sebagai sebuah kajian filsafat hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan awal mula
munculnya konsep maslahah serta sejarah perkembangannya sebagai sebuah kajian
filsafat hukum Islam. Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
khazanah kepustakaan Islam serta dapat menjadi salah satu literatur dalam bidang
kajian filsafat hukum Islam yang sampai saat ini dapat dikatakan masih sangat
kurang. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat dalam memberikan

landasan teoritis bagaimana seharusnya hukum itu diarahkan sehingga benturan-

¥ Najmuddin al-Taff, al-Ta’yin fi Sharh al-Arba’in (Beirut : al-Maktabah al-Makkiyah, 1418
H), 259.



benturan dalam bidang hukum tidak akan muncul kembali apabila pertimbangan

maslahah menjadi acuan dalam pembentukan hukum Islam.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) di mana data-
data akan diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap buku-buku, jurnal, dan
karya-karya ilmiah lain yang sesuai dengan pokok masalah yang sedang diteliti.
Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber data utama dan
sumber data pendukung. Sumber data utama merupakan karya-karya asli yang ditulis
oleh tokoh-tokoh yang mempunyai pandangan tentang maslahah, yaitu karya al-
Juwaint, al-Ghazali, ‘Izzuddin ibn ‘Abd al-Salam, al-TGff, dan al-Shéatibi. Sementara
data pendukung adalah karya-karya usul figh lainnya yang secara umum juga
memberikan penjelasan mengenai maslahah. Selain itu karya sejarah hukum Islam
(tarikh tashri’) juga dijadikan karya pendukung untuk menjelaskan konsep maslahah
tersebut dari sisi kesejarahannya.

Setelah data-data terkumpul selanjutnya akan dilakukan analisis data secara
kualitatif-deskriptif. Dalam analisis data ini pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Melalui studi historis akan dilakukan
analisis yang berkaitan dengan data-data awal kemunculan dan perkembangan konsep
maslahah berdasarkan tahap-tahap sebagaimana dikenal dalam sejarah. Sementara
melalui studi komparatif akan dibandingkan konsep masing-masing tokoh yang
membahas tentang maslahah serta bentuk aplikasinya dalam pengembangan hukum
Islam. Selanjutnya akan disimpulkan bagaimana awal mula munculnya konsep
maslahah dalam studi hukum Islam termasuk perdebatan-perdebatan yang berkaitan

dengannya dalam perjalanan sejarahnya.
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A. Teori Maslahah Menurut al-Ghazali

‘Abd al-Malik ibn Yasuf Abd al-Ma’ali al-Juwaini atau lebih dikenal dengan
Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 438 H/1047 M) dapat dikatakan sebagai ulama usul
figh pertama yang menekankan pentingnya memahami tujuan shari’at dalam
menetapkan hukum Islam. la mengelaborasi tujuan shari’at itu dalam hubungannya
dengan pembahasan ‘illat pada masalah giyas. Menurutnya, dalam kaitannya dengan
‘illat, asl dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu dardriyyat, hajiyyat, dan
makramat (tahsiniyyat)."

Tujuan shari’at yang telah digali oleh al-Juwaini di atas selanjutnya
dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali. Nama lengkap al-Ghazali adalah Ab
Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali. la lahir
di Tus, Persia pada tahun 450 H/1058 M dan wafat pada tahun 505 H/1111 M di kota
kelahirannya tersebut.!® Masa al-Ghazali merupakan masa yang penuh dengan
pertikaian di antara berbagai aliran, baik Islam maupun non-Islam. Di bidang politik,
Daulah Bani ‘Abbasiyah yang sebelumnya dikuasai oleh Bani Buwaih (Iran), saat itu
dikuasai Bani Saljug (Turki). Bani Buwaih beraliran Shi’ah dan dekat dengan
Mu’tazilah. Oleh karena itu mereka banyak memberikan kemudahan dan bantuan
kepada kaum Shi’ah dan Mu’tazilah. Sebaliknya, Bani Saljug menganut aliran Ahl
al-Sunnah dan sangat anti kaum Shi’ah dan Mu’tazilah. Oleh karena itu setelah
mereka berkuasa, kaum Shi’ah dan Mu’tazilah ditekan, bahkan Mu’tazilah tidak

muncul lagi ke permukaan setelah masa itu.'’

> Al-Juwaini, al-Burhan fi Usl al-Figh, 11 : 923-930.

18 1bn Khallikan, Wafayat al-A’yan (Beirut : Matba’at al-Garb, t.t.), IV : 216-218.

M. Amin Abdullah, Studi Agama : Normativitas atau Historisitas (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 1999), 268-269.



Al-Ghazali hidup dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat
taat beragama. Ayah al-Ghazali meninggal dunia pada saat ia masih kecil. Banyak
cabang ilmu keagamaan yang dipelajari oleh al-Ghazali, sehingga ia dikenal sebagai
ulama yang ahli dalam bidang figh, usul figh, kalam, logika, filsafat, perdebatan,
hikmah, dan tasawuf. Di antara guru-gurunya yang terkenal adalah : AbG al-Qé&sim
al-Isma’ili, Abl al-Ma’ali al-Juwaini, Abl “Ali al-Fadal ibn Muhammad ibn “Alf al-
Faramazi, AbG al-Fath Nasr ibn Ibrahim ibn Nasr al-Nabilisi al-Mugaddasi, dan Abl
al-Fityan al-Ru’asi “‘Umar ibn ‘Abd al-Karim ibn Sa’dawaih al-Dahsatani.'® Di antara
sekian banyak gurunya tersebut, Imam al-Haramain al-Juwaini yang paling berjasa
membina al-Ghazali menjadi seorang ahli figh dan usul figh.

Pada tahun 484 H/1091 M, al-Ghazali diangkat sebagai guru di Madrasah
Nizamiyyah Baghdad oleh Perdana Menteri Nizam al-Mulk. Cukup banyak murid al-
Ghazali waktu itu yang kemudian menjadi ulama besar dan mengembangkan
pemikirannya di kemudian hari.’® Selain mengajar, al-Ghazali juga terkenal sangat
produktif. Di antara karya-karyanya adalah : lhyd’ Ulim al-Din, al-Iqgtisad fi al-
I’tigad, Bidayah al-Hidayah, Tahéafut al-Falasifah, Jawéahir al-Qur’an, Mishkat al-
Anwaér, Mi’yar al-lim al-Mantig, Magasid al-Falasifah, al-Mungiz min al-Dalal,
Minh&j al-*Abidin, al-Wajiz fi al-Figh, al-Mankhdl min Ta’ligat al-Usal, Shifa’ al-
Ghalil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta’lil, dan al-Mustasfa min

“llm al-Usal.?°

8 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali (Jakarta : Pustaka Firdaus,
2002), 96-97.

9 Tajuddin ibn al-Subki, Tabagat al-Shafi’iyyah al-Kubra (ttp : ‘Isa al-Babi al-Halabf, t.t.),
V1 : 220.

2 bid., VI : 224-227.



Pembicaraan tentang tujuan shari’at dikemukakan al-Ghazali dalam kitab
Shifa” al-Ghalil dalam kaitannya dengan pembahasan masalah ‘illat dalam giyas.
Dalam penjelasannya, al-Ghazali mendefinisikan maslahah dengan “menarik manfaat
dan menolak mudarat”. Sedangkan pengertian maslahah menurut ukuran shara’ ialah
memelihara hal-hal yang menjadi tujuan shara’ yang dibedakan menjadi dua macam,
yaitu ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat keagamaan. Selanjutnya
masing-masing ada yang dimaksudkan untuk tahsil, yaitu dengan cara menarik
manfaat, dan ada yang dimaksudkan untuk ibgd’, yaitu dengan cara menolak
mudarat. Dengan demikian, memelihara tujuan shari’at adalah suatu ungkapan yang
mencakup upaya untuk melestarikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.?

Sementara itu dalam kitab al-Mustasfa, al-Ghazali membicarakan tujuan
shari’at dalam kaitannya dengan tema istislah.?? Pembahasan tujuan shari’at oleh al-
Ghazali diawali dengan menyebutkan macam-macam maslahah dilihat dari segi
dibenarkan dan tidaknya oleh dalil shara’, yang dibedakan olehnya menjadi tiga
macam, yaitu : Pertama, maslahah yang dibenarkan oleh dalil shara’ (maslahah
mu’tabarah). Maslahah semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan
penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian giyas. Dalam hal ini para
pakar hukum Islam telah konsensus. Kedua, maslahah yang dibatalkan oleh dalil
shara’ (maslahah mulgah). Maslahah semacam ini tidak dapat dijadikan
pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam

juga telah konsensus. Ketiga, maslahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula

21 Al-Ghazali, Shifa’ al-Galil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta’lil, 159.
22 Al-Ghazali, al-Mustasfa min “Ilm al-Usdl, | : 250.
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dibatalkan oleh dalil shara’ (maslahah mursalah). Para pakar hukum Islam berbeda
pendapat apakah maslahah ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum
Islam ataukah tidak.?

Selanjutnya al-Ghazali membagi maslahah dari segi kekuatan substansinya
menjadi tiga macam, yaitu : maslahah yang berada pada tingkatan dardriyyat
(kebutuhan primer), maslahah yang berada pada tingkatan hajiyyat (kebutuhan
sekunder), dan maslahah yang berada pada tingkatan tahsiniyyat dan tazyiniyyat
(pelengkap dan penyempurna). Kemudian ia mendefinisikan maslahah sebagai “upaya
memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta.” Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tersebut
disebut maslahah. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menghilangkan lima
hal pokok tersebut disebut mafsadah, yang oleh karenanya upaya menolak dan
menghindarkannya disebut maslahah.?*

Menurut al-Ghazali, memelihara lima hal pokok di atas berada pada
peringkat dardriyyat dan inilah tingkatan maslahah yang paling kuat/tinggi. Misalnya
shara’ memerintahkan memerangi orang kafir untuk memelihara agama, menetapkan
hukum gisas untuk memelihara jiwa, menetapkan hadd bagi peminum minuman
keras untuk memelihara akal, menetapkan hadd bagi pezina untuk memelihara
keturunan, dan menetapkan hadd bagi pencuri atau perampok untuk memelihara
harta.®® Tingkatan kedua adalah maslahah yang berada dalam posisi hajiyyat.

Misalnya adanya wali dalam pernikahan anak yang masih kecil hanyalah dalam

2 1bid., 1 : 284-286.
*1bid., 1 : 286-287.
% 1bid., 1 : 287-288.
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rangka mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang dan bukan sesuatu
yang berada dalam tingkat darurat.?® Tingkatan ketiga adalah maslahah yang tidak
kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahah itu menempati posisi
tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk
mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik
sikap dalam kehidupan sehari-hari dan pergaulan. Misalnya seorang hamba tidak
boleh menjadi saksi, sekalipun fatwa dan periwayatannya dapat diterima.?’

Apakah semua maslahah dengan ketiga tingkatannya tersebut dapat
dijadikan pedoman dalam penetapan hukum Islam ? Menurut al-Ghazali, maslahah
dalam peringkat dardriyyat dapat dijadikan pertimbangan oleh para mujtahid dalam
menetapkan hukum Islam, sekalipun tidak ada dalil khusus yang memperkuatnya.
Adapun maslahah yang berada pada dua tingkatan terakhir (hajiyyat dan tahsiniyyat)
tidak boleh dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam tanpa adanya dukungan
dari dalil shara’ tertentu. Namun demikian maslahah pada peringkat kedua (hajiyyat)
dapat menempati peringkat dardriyyat, sehingga mujtahid dapat pula menjadikannya
sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.?®

Dengan demikian, menurut al-Ghazali, maslahah adalah memelihara tujuan
shara’ berupa pemeliharaan terhadap lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Kelima macam maslahah di atas bagi al-Ghazali berada pada
peringkat yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat darQriyyat,
hajiyyat, dan tahsiniyyat. Dari keterangan ini jelaslah bahwa konsep maslahah

sebagai tujuan hukum Islam sudah mulai tampak bentuknya.

% 1bid., I : 289.
" 1bid., 1 : 290-291.
% 1bid., 1 : 293-294.
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B.  Teori Maslahah Menurut *l1zuddin ibn ‘Abd al-Salam

Nama lengkap ‘lzzuddin adalah ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Salam ibn *Abi
al-Qasim ibn Hasan ibn Muhammad ibn Muhazzab al-Sulami.?® Ia lahir di Damaskus
tahun 577 H dari keluarga ekonomi lemah namun sangat taat dalam beragama.
Ayahnya seorang kuli kasar di pasar meninggal dunia ketika ia masih kanak-kanak.*
‘Izzuddin hidup pada masa Daulah Ayyubiyah dan Daulah Mamalik. Hingga kurang
lebih usianya 12 tahun, situasi politik di Damaskus dan dunia Islam pada umumnya
relatif tenang dan stabil karena dipimpin oleh Salahuddin al-Ayyubi, seorang raja
yang sangat bijak dan terkenal sepanjang sejarah. Akan tetapi sepeninggal Salahuddin
pada tahun 589 H keadaan menjadi berubah total. Stabilitas politik menjadi kacau dan
kesatuan dunia Islam pun menjadi terkoyak-koyak, akibat pemimpin-pemimpin yang
tidak bijak dan lebih mementingkan pribadi dan kelompoknya sendiri. Kondisi ini
menjadikan Islam semakin rapuh dan sebagai puncaknya adalah jatuhnya Baghdad
kepada tentara Hulaghu Khan pada tahun 656 H, empat tahun sebelum ‘lzzuddin
wafat.®* Jadi dapat dikatakan bahwa sebagian besar hidup ‘lzzuddin berada pada
situasi politik yang kacau serta pada kondisi umat Islam yang secara berangsur
melemah dan mengalami kemunduran hampir di semua aspek kehidupan, termasuk
kehidupan intelektual.

Kehidupan ‘lzzuddin dan pergumulan pemikirannya setidaknya dapat

dibedakan menjadi 3 fase.** Pertama, fase belajar kepada guru-gurunya di antaranya

# Tajuddin ibn al-Subki, Tabagat al-Shafi’iyyah al-Kubra, VII1 : 209.

% Far(qg ‘Abd al-Mu’ti, al-‘lzz ibn ‘Abd al-Salam : Sultan al-‘Ulama (Beirut : Dar al-Kutub
al-*limiyyah, 1993), 98.

3 Ibid., 5-11.

% |bid., 97-98.
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‘Abd al-Samad al-Harastani, Fakhruddin ibn ‘Asékir, Saifuddin al-Amidi, al-
Surahwardi al-Baghdadi, dan Ibn ‘Abbas al-Misri. Di samping itu ia belajar secara
otodidak berbagai macam ilmu yang berkembang saat itu. Kedua, fase mengajar dan
berdakwah hingga ia menjadi terkenal dan diangkat sebagai gadi al-qudat oleh
penguasa setempat. la mulai mengajar setelah mendapat ijazah dari gurunya,
Fakhruddin ibn ‘Asékir. la mengajarkan hukum Islam dan falsafah hukum Islam
madhhab Shéafi’i. Selain itu ia juga mengajar berbagai aliran dalam teologi, hukum
Islam, tasawuf, maupun filsafat. Selain mengajar, ia aktif memberikan ceramah dan
khutbah di berbagai masjid di Damaskus. Ketiga, fase menulis yaitu ketika ia
meninggalkan Damaskus menuju ke Kairo, Mesir pada tahun 639 H hingga wafatnya
tahun 660 H. Pada fase ini sebagian besar waktunya digunakan untuk menulis. la
menulis tidak kurang dari 38 buah karya, salah satunya adalah kitab Qawa’id al-
Ahkam fi Masalih al-Anadm yang sangat terkenal itu.

Menurut ‘lzzuddin, maslahah adalah lawan kata mafsadah. Maslahah dan
mafsadah sering diistilahkan dengan baik dan buruk, serta manfaat dan bahaya,
karena sesungguhnya maslahah itu merupakan kebaikan dan kemanfaatan, sedangkan
mafsadah merupakan keburukan dan bahaya. Al-Qur’an sendiri sering menggunakan
istilah baik untuk kemaslahatan dan buruk untuk kemafsadatan.*®

‘lzzuddin membagi maslahah dan mafsadah masing-masing menjadi dua
macam, yaitu hakiki dan majazi. Maslahah hakiki adalah kelezatan (lazzah) dan
kebahagiaan (farah) itu sendiri, sementara maslahah majazi adalah sebab-sebab yang

mendatangkan kebahagiaan. Adapun mafsadah hakiki adalah penderitaan (alam) dan

% |zzuddin ibn ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, | : 3-4.
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kesedihan (gamm) itu sendiri, sementara mafsadah majazi adalah sebab-sebab yang
mendatangkan penderitaan.** Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hal-hal yang
menyebabkan kelezatan dan kebahagiaan, yang tidak jarang berupa mafsadah,
merupakan maslahah majazi (kemaslahatan semu), sedangkan kelezatan dan
kebahagiaan yang diakibatkannya adalah maslahah hakiki (kemaslahatan yang
sebenarnya). Jadi kalau ada suatu mafsadah, baik berupa penderitaan maupun
kesedihan, yang akan menghasilkan kemaslahatan hakiki, sesungguhnya ia adalah
mafsadah semu yang pada hakekatnya adalah maslahah. Oleh karenanya ia
dinamakan maslahah majazi, karena melihat akibatnya, yaitu maslahah.®

‘Izzuddin kemudian mengemukakan contoh bahwa memotong tangan
sebenarnya merupakan mafsadah karena penderitaan dan kesedihan yang terdapat di
dalamnya. Akan tetapi kalau hal itu dilakukan pada orang yang tangannya rapuh atau
pada pencuri akan menjadi maslahah disebabkan maslahah hakiki yang
ditimbulkannya. Maslahah hakiki yang timbul dari yang pertama berupa
terpeliharanya nyawa atau kehidupan mereka (hifz al-nafs) dan dari yang kedua akan
timbul maslahah berupa terpeliharanya harta kekayaan masyarakat serta stabilitas
keamanannya (hifz al-mal). Demikian pula dishari’atkannya jihad dengan
mempertaruhkan nyawa adalah demi memelihara agama (hifz al-din). Dishari’atkannya
hukuman dera pada pemabuk dan pezina demi memelihara akal dan keturunan (hifz
al-‘agl wa al-nasl), meskipun hukuman tersebut merupakan penderitaan dan

kesedihan bagi pelakunya. Kesemuanya itu dishari’atkan bukan karena mafsadah

*1bid., 1 : 10-11.
¥ 1bid., 1 : 12.
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semu yang ada di dalamnya, melainkan lebih merupakan maslahah sejati yang
dimaksudkannya.*

Demikian pula, hal-hal yang menyebabkan penderitaan dan kesedihan, yang
tidak jarang berupa maslahah, merupakan mafsadah majazi (kemafsadatan semu),
sedangkan penderitaan dan kesedihan yang diakibatkannya adalah sebagai mafsadah
hakiki (kemafsadatan yang sebenarnya). Dengan kata lain jika ada suatu maslahah,
baik berupa kelezatan maupun kebahagiaan, yang akan mengakibatkan mafsadah
hakiki, sesungguhnya ia adalah maslahah semu yang pada hakekatnya adalah
mafsadah. Oleh karenanya maslahah semu tersebut dikatakan mafsadah majazi,
karena melihat akibatnya, yaitu mafsadah.*” Meminum minuman yang memabukkan,
misalnya, adalah menyenangkan dan mengasyikkan. Akan tetapi akibat yang
ditimbulkannya jauh lebih buruk, yaitu berupa rusaknya akal pikiran manusia. Jadi,
sesungguhnya meminum minuman yang memabukkan adalah mafsadah, sedangkan
kesenangan dan keasyikan yang terdapat di dalamnya hanyalah maslahah semu. Oleh
karenanya shari’at melarang hal yang demikian tadi.

Di dunia ini menurut ‘lzzuddin jarang sekali atau bahkan tidak ditemukan
apa yang disebut sebagai maslahah murni dan mafsadah murni. Maslahah selalu
bercampur dengan mafsadah, betapapun besar atau kecilnya, baik mendahului,
berbarengan, atau mengikutinya. Fenomena seperti itu juga dijumpai dalam
mafsadah. Mafsadah selalu bercampur dengan maslahah, betapapun besar atau

kecilnya, baik mendahului, berbarengan, atau mengikutinya. Di dunia ini tidak ada

% 1bid., 1 :12.
¥ 1bid.
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kesenangan yang tidak diikuti kesulitan atau kesusahan.®® Pada umumnya, maslahah
dan mafsadah di dunia bisa diketahui hanya berdasarkan sisi yang menonjol atau
dominan. Kalau dalam satu persoalan maslahah yang lebih dominan, maka ia adalah
maslahah. Sebaliknya, jika mafsadah yang dominan, maka ia adalah mafsadah. Tabiat
manusia sendiri, sesungguhnya cenderung kepada hal-hal yang di dalamnya maslahah
lebih dominan dan menghindari hal-hal yang di dalamnya mafsadah lebih dominan.
Karena itulah pahala, hukuman, janji, dan ancaman dishari’atkan. Ketika orang
memikirkan suatu kelezatan, misalnya, kemudian ia melihat beratnya hukuman yang
diakibatkannya, baik di dunia maupun di akhirat, maka dengan tabiatnya ia akan
menghindari kelezatan yang terdominasi oleh penderitaan itu.*

Berbeda dengan fenomena kehidupan di dunia di atas adalah fenomena
kehidupan di akhirat. Maslahah murni dan mafsadah murni dapat dijumpai di akhirat.
Hal ini karena hukum alam (sunnatullah) yang berlaku di akhirat tidak sama dengan
yang berlaku di dunia. Jika di dunia berlaku hukum sebab akibat, maka di akhirat
tidak berlaku hukum itu.** Kelezatan dan kebahagiaan, menurut ‘Izzuddin, tidak
hanya berhenti pada kelezatan dan kebahagiaan di dunia, tetapi akan berlanjut di
akhirat. Kelezatan dan kebahagiaan di akhirat menurutnya merupakan kelezatan dan
kebahagiaan yang sejati dan kekal abadi. Oleh karena itu upaya untuk
mewujudkannya haruslah diutamakan.

Namun demikian, kelezatan dan kebahagiaan di akhirat sangat ditentukan

oleh kelezatan dan kebahagiaan di dunia. Demikian pula halnya dengan penderitaan

% 1bid., 1 : 5-6, 12.
#bid., 1 : 12.
“1bid., 1 : 6.
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dan kesedihan di akhirat. Karenanya dalam teorinya, ‘lzzuddin membagi maslahah
menjadi maslahah dunyawiyah dan maslahah ukhrawiyah. Begitu pula ia membagi
mafsadah ke dalam mafsadah dunyawiyah dan mafsadah ukhrawiyah. Maslahah dan
mafsadah dunyawiyah adalah semua kebahagiaan dan penderitaan yang ada di dunia,
baik dalam kategorinya sebagai maslahah dan mafsadah hakiki maupun sebagai
maslahah dan mafsadah majazi. Terpenuhinya kebutuhan hidup di dunia, baik
kebutuhan spirituil maupun kebutuhan materiil, adalah maslahah dunyawiyah.
Sebaliknya tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan mafsadah
dunyawiyah. ** Menurutnya, maslahah keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga
tingkat urutan skala prioritas, yaitu dardriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Lebih lanjut
ia menyatakan bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia,
baik di dunia maupun di akhirat.*

Uraian di atas menjelaskan upaya ‘lzuddin dalam mengembangkan konsep
maslahah sebagai inti pembahasan filsafat hukum Islam. Maslahah dalam pemikiran
‘Izzuddin tidak bisa diposisikan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri dan terlepas
dari nass, sesuai dengan pandangan teologi yang dianutnya yang cenderung kepada
Maturidiyah. Menurut aliran Maturidiyah, akal mampu menjangkau dan mengetahui
baik dan buruk, manfaat dan mudarat, serta kemaslahatan dan kemanfaatan, akan
tetapi akal tidak dapat menentukan hukum (taklif). Dengan demikian, menurut
Izzuddin, menjadikan maslahah sebagai dalil hukum tidak bisa diterima secara

teologis.

*Ibid., I : 10, 36-38.
“21bid., 1l : 60-62.
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C. Teori Maslahah Menurut al-Shatibt

Nama lengkap al-Shéatibi adalah AbG Ishag Ibrdhim bin Mdsa bin
Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati al-Shatibi.*® Keluarga al-Shatibi berasal dari
Shatiba, namun demikian al-Shatibi tidak lahir di negeri asal keluarganya. Sebab
pada tahun 637 H/1239 M atau beberapa dekade sebelum kelahiran al-Shatibi, kota
Shétiba telah jatuh ke tangan penguasa Kristen. Selanjutnya pada tahun 645 H/1247
M semua orang Islam terusir dari Shatiba dan sebagian besar mereka melarikan diri
ke Granada. Tahun kelahiran al-Shatibi tidak dapat diketahui secara pasti oleh para
ahli sejarah, namun diperkirakan sekitar tahun 730 M/1329 H. Seluruh kehidupan al-
Shatibi hingga wafatnya dijalani di Granada. la wafat pada 8 Sha’ban 790 H/1388 M
dalam usia sekitar 60 tahun.**

Al-Shétib1 dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di Granada,
ibukota kerajaan Banu Nasr. Masa muda al-Shatibi bertepatan dengan masa
pemerintahan Sultan Muhammad V al-Ghani Billah (755H/1354 M - 793H/1390 M),
suatu masa yang gemilang bagi Granada. Pada masa itu Banu Nasr menjalankan
politik damai dengan kerajaan Kristen yang menduduki sebagian besar daerah
Spanyol dan Banu Marin di Afrika Utara. Kondisi ini kemudian mendorong
munculnya sejumlah perkembangan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya,
mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Demikian pula

aktivitas-aktivitas intelektual tumbuh dengan pesatnya. Bahkan, Granada menjadi

43 «Abd al-Muta’al al-Sa’idf, gI-MujaddidGn fi al-1slam min al-Qarn al-‘Awwal ‘il& al-Rabi’
‘Ashar (Kairo : Maktabat al-*Adab, t.t.), 307.

# Hammadi al-‘Ubaidi, al-Shatibi wa Magasid al-Shari’ah (Beirut : Dar Qutaibah, 1992),
12-13.
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pusat kegiatan ilmiah dari para cendekiawan dan ulama dari semua penjuru Afrika
Utara dengan berdirinya Universitas Granada.*’

Al-Shatibi dikenal sebagai ahli figh, usul figh, tafsir, hadith, dan bahasa.*®
Guru-guru al-Shatibi bukan hanya para sarjana terkenal yang tinggal di Granada,
tetapi juga mereka yang berkunjung ke negeri tersebut untuk tugas-tugas diplomatik.
Di antara guru-guru terpenting al-Shatibi dan yang paling berpengaruh terhadap
kehidupan intelektualnya adalah AbG ‘Abd Allah Muhammad bin al-Fakhkhar al-
Albiri, Abd ‘Abd Alldh Muhammad bin Ahmad al-Maggari, Ab( Sa’id bin Lubb,
Shams al-Din bin Marzdg al-Tilimsani, Abd ‘Ali Mans(r al-Zawawi, Abd al-Qasim
Muhammad bin Ahmad al-Sharif al-Sabti, Abd ‘Abd Alldh Muhammad al-Balanst,
Ab( Ja’far Ahmad al-Shaqdri, dan Abd ‘Abd Allah Muhammad al-Laushi.*’

Dalam Karir intelektualnya al-Shatibi tidak pernah terlibat secara langsung
dalam realitas kehidupan politik di Granada pada masanya. Meskipun demikian,
sebagai seorang ilmuwan ia banyak terlibat dalam memberikan respon terhadap
permasalahan sosial kemasyarakatan yang muncul pada waktu itu melalui fatwa-
fatwanya. Selama hidupnya selain aktif dalam kegiatan memberi fatwa, al-Shatibi
juga banyak berkiprah secara langsung dalam kegiatan mengajar di Universitas
Granada. la mengajarkan lima bidang ilmu, yaitu figh, usul figh, hadith, qira’at, dan
nahwu. Beberapa di antara murid-murid al-Shétibi adalah para ulama ternama di
Spanyol, seperti Abl Yahya bin ‘Asim, Ab( Bakar bin 'Asim, lbn Ja’far al-Fakhkhar,

dan Ab{ 'Abd Allah al-Bayani.*®

* philip K. Hitti, History of The Arabs (London : The Macmillan Press, 1974), 563.

*® "Tarjamah al-Mu'allif" dalam AbQ Ishaq al-Shatibi, al-I'tisAm (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.),
10.

“" Al-*Ubaid, al-Shatibi., 63-64.

*® Ibid., 92-93. Lihat pula “Tarjamah al-Mu’allif” dalam al-Shatibi, al-I’tisam, 12.
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Karya-karya al-Shatibi dapat dikelompokkan dalam dua bidang, yaitu
bahasa Arab dan figh. Pengetahuan tentang bahasa Arab disebutnya ‘ulim al-wasé’il,
sedangkan pengetahuan tentang figh disebutnya ‘ulim al-magésid. Karya-karya al-
Shatibi tersebut adalah al-Muwéfaqat, al-I'tisam, Kitab al-Majalis, Sharh ‘ala al-
Khulésah fi al-Nahw, ‘Unwan al-Ittifaq fi 'llm al-Ishtigaqg, Kitab Usdl al-Nahw, dan
al-Ifadat wa al-Inshadat. Dari semua karya yang disebutkan tadi, hanya tiga karya
yang telah diterbitkan dan dipublikasikan secara luas. Ketiga karya tersebut adalah al-
Muwafagat, al-I'tisam, dan al-1fadat wa al-Inshadat.*

Pembahasan konsep maslahah sebagai tujuan shari’at (magasid al-shari’ah)
secara luas dan menyeluruh dilakukan oleh al-Shatibi hampir dalam keempat jilid
kitab al-Muwafagat, khususnya jilid kedua. Dalam karyanya tersebut, al-Shatibi
secara tegas menyatakan bahwa segenap shari’at yang diturunkan oleh Allah
bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di
dunia) dan untuk masa yang akan datang (di akhirat). Kesimpulan ini menurutnya
dihasilkan melalui metode induksi, baik terhadap tema umum dalam shari’at maupun
deskripsi tentang ‘illat dari berbagai perintah secara terperinci. Tidak satu pun dari
hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan
sama dengan taklif ma 1& yutaq (pembebanan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan).
Oleh karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan
hukum tersebut.*

Magasid al-shari’ah --yang substansinya adalah kemaslahatan-- menurut al-

Shatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, maqgasid al-Shari’ (tujuan

** Ibid., 100.
Abii Ishaq al-Shatibi, al-Muwafaqgat fi Usdl al-Ahkam, 11 : 2-4.
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Tuhan) dan kedua, maqgasid al-mukallaf (tujuan mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan
Tuhan, magasid al-shari’ah mengandung empat aspek berikut : (1) tujuan awal dari
Shari’ dalam menetapkan shari’at, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat,
(2) penetapan shari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami, (3) penetapan shari’at
sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan, dan (4) penetapan shari’at guna
membawa manusia di bawah lindungan hukum-Nya.**

Kemaslahatan manusia dapat diwujudkan dengan terpeliharanya lima unsur
pokok (al-kuliyyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut
al-Shatibi, penetapan kelima unsur pokok tadi didasarkan atas dalil-dalil al-Qur’an
dan al-Sunnah. Ayat-ayat al-Qur’an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah
ayat-ayat Makkiyah yang tidak di-nasakh dan ayat-ayat Madaniyah yang
mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah tadi. Di antara ayat-ayat itu adalah yang
berhubungan dengan kewajiban salat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum
minuman yang memabukkan, larangan berzina, dan larangan memakan harta orang
lain dengan cara tidak benar.>* Setelah mengadakan penelitian dengan seksama, al-
Shatibi berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk
menetapkan al-kuliyyat al-khams termasuk dalil gat’i, maka ia dapat dikelompokkan
sebagai gat’1.>® Pernyataan al-Shatibi tersebut menyiratkan arti bahwa karena al-
kuliyyat al-khams dari segi landasan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan, maka

ia dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum.**

L bid., 11 : 2.
>2 Al-Shatibi, al-Muwafaqgat., 111 : 3, 62-64.
> Ibid., | : 14-15.

> *Allal al-Fasi, Magasid al-Shari’ah al-Islamiyah wa Makarimuha (Libanon : Maktabat al-
Wihdah al-*Arabiyyah, t.t.), 51-52.
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Sebagaimana al-Ghazali, al-ShatibT juga membagi magésid al-shari’ah atau
kemaslahatan dalam tiga peringkat, yaitu al-dardriyyat, al-hdjiyyat, dan al-
tahsiniyyat.®> Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala
prioritas yang berbeda antara satu sama lainnya. Dalam hal ini al-darGriyyat
menempati peringkat pertama, disusul oleh al-hdjiyyat, kemudian terakhir al-
tahsiniyyat. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi
peringkat kedua, peringkat kedua melengkapi peringkat pertama, sedangkan
peringkat pertama menjadi dasar kedua peringkat lainnya.

Magasid al-dardriyyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok,
yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai kebutuhan-kebutuhan yang
bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Tidak terpeliharanya kelompok ini akan
mengakibatkan kerusakan kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara
keseluruhan. Magasid al-hdjiyyat dimaksudkan untuk menghindarkan manusia dari
kesulitan dalam hidupnya. Pengabaian terhadap kelompok ini tidak sampai
mengancam eksistensi kelima unsur pokok di atas, tetapi hanya akan membawa
kesulitan bagi manusia dalam merealisasikannya. Sedangkan magasid al-tahsiniyyat
dimaksudkan menjamin pelaksanaan akhlak yang terpuji untuk meningkatkan
martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya. Sebagai contoh,
dalam memelihara unsur agama mendirikan salat merupakan aspek al-dardriyyat,
kebolehan salat jama’ dan salat gasar bagi orang yang sedang bepergian merupakan

aspek al-hajiyyat, dan menutup aurat merupakan aspek al-tahsiniyyat.

> Al-Shatibi, al-Muwafagat., 11 : 3.
% Ibid., Il : 4-5.
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Teori al-Shatibi tentang tujuan shari’at (magasid al-shari’ah) kalau dicermati
tidak berbeda jauh dari apa yang telah dikemukakan oleh al-Ghazali sebelumnya.
Setiap orang yang membaca karya al-Ghazali dan al-Shatibi secara cermat akan
melihat dengan mudah, bahwa teori itu berasal dari al-Ghazéli yang telah
mengembangkan kerangka-kerangka dasarnya seperti dapat dilihat dari uraian
terdahulu. Apa yang dilakukan oleh al-Shéatibi adalah pengulasan yang bersifat
memperluas dan memperdalam gagasan al-Ghazali sehingga artikulasinya lebih
komprehensif. Bahkan sesungguhnya dalam banyak tempat al-Shatibi mengutip
contoh-contoh al-Ghazalt secara harfiah.”” Namun demikian dapat dikatakan bahwa
secara faktual teori al-Ghazali masih banyak terpusat pada analisis normatif-tekstual.

Selanjutnya, al-Shatibi melakukan pembagian magésid al-shari’ah kepada
dua orientasi kandungan. Pertama, al-masalih al-dunyawiyah atau tujuan shari’at
yang berorientasi kepada kemaslahatan dunia dan kedua, al-masalih al-ukhrawiyah
atau tujuan shari’at yang berorientasi kepada kemaslahatan akhirat.”® Pengelompokan
terakhir ini berguna untuk membedakan bidang lapangan hukum yang tidak
menerima perubahan dan bidang lapangan hukum yang boleh dilakukan
pengembangan melalui ijtihad.

Dalam pandangan al-Shatibf, ijtihad sebagai upaya untuk mengetahui dan
mendapatkan hukum shara’ akan berhasil apabila seorang mujtahid memahami
magasid al-shari’ah. Oleh sebab itu, al-Shatibi menempatkan pemahaman atas

magasid al-shari’ah sebagai syarat pertama bagi orang yang melakukan ijtihad.

> M. Amin Abdullah dkk, Tafsir Baru Studi Islam Dalam Era Multikultural (Yogyakarta :
Kurnia Kalam Semesta, 2002), 197-198.
*8 Al-Shatibi, al-Muwafaqgat., 11 : 21.
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Setelah itu baru diikuti oleh syarat kedua, yaitu kemampuan menarik konklusi hukum
secara deduktif atas dasar pemahamannya terhadap magasid al-shari’ah dengan
bantuan pengetahuan bahasa Arab, hukum-hukum dalam al-Qur’an dan al-Sunnabh,
serta ilmu-ilmu bantu yang lain.*® Sehubungan dengan hal ini, al-Shawkani juga
menekankan pentingnya pemahaman tentang maqasid al-shari’ah. Menurutnya,
orang yang berhenti pada nass secara literal dan mengabaikan maksud-maksud
terdalam dari penshari’atan hukum, ia akan terjerumus pada kesalahan-kesalahan
dalam berijtihad.”

Dengan demikian, konsep magasid al-shari’ah sangat penting artinya dalam
upaya pengembangan hukum Islam. Hal ini terutama sekali karena ayat-ayat hukum
dalam al-Qur’an dan hadith-hadith hukum terbatas jumlahnya, sementara
permasalahan masyarakat senantiasa muncul. Dengan adanya pemahaman terhadap
magasid al-shari’ah, di samping penguasaan bahasa Arab yang secara mutlak harus
dimiliki oleh seorang mujtahid, setiap permasalahan baru yang tidak disinggung oleh
nass al-Qur’an maupun al-Sunnah akan dapat diselesaikan. Inilah sisi pembaharuan
yang dilakukan oleh al-Shétibi, karena keterpakuan terhadap nass-nass secara literal
tanpa memperhatikan magasid al-shari’ah telah membawa kepada kebekuan dan
kejumudan dalam pemikiran hukum Islam selama beberapa abad sebelumnya.®

Konsep maslahah sebagai tujuan shari’at (magasid al-shari’ah) yang
dikembangkan oleh al-Shatibf di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama

abad-abad sebelumnya. Konsep maslahah tersebut melingkupi seluruh bagian shari’at

> 1bid., IV : 56.

% Al-Shawkanti, Irshad al-Fuhl ‘ila Tahqiq al-Hagq min ‘lim al-Usdl (Beirut : Dar al-Fikr,
t.t.), 258.

61 ‘Abd al-Muta’al al-Sa’idi, al-Mujaddiddn fi al-1slam., 308-309.
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dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nass. Sejak terbitnya kitab al-
Muwaéfaqgat karya monumental al-Shatibi tersebut, magéasid al-shari’ah telah diakui

sebagai konsep yang baku dalam usul figh.

D. Teori Maslahah Menurut al-TGfi

Nama lengkap al-TGff adalah Najmuddin Abd al-Rabi” Sulaiman ibn *Abd
al-Qawi ibn ‘Abd al-Karim ibn Sa’id al-TG0fi al-Sarsari al-Baghdadi, yang terkenal
dengan nama al-T{fi. Sebenarnya TOff adalah nama sebuah desa di daerah Sarsar, Irak
tempat tokoh ini dilahirkan. la lahir pada tahun 657 H, namun ada juga yang
mengatakan bahwa ia lahir pada tahun 675 H. Sebagaimana tahun kelahirannya yang
tidak ada kata sepakat di antara sejarawan, tahun wafatnya juga menyimpan
kontroversi. Sebagian ahli sejarah mengatakan al-TOfi wafat pada tahun 716 H,
sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa ia wafat pada tahun 711 H.%

Al-TOfi memulai pendidikannya dari desa tempat kelahirannya, yaitu
mempelajari kitab figh Mukhtasar al-Khiragi dan kitab nahwu al-Lum&’ karangan
AbU al-Fath Uthman ibn Jani’. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di kota
Sarsér kepada Zainuddin “Ali ibn Muhammad ibn al-Baugi, salah seorang ahli figh
madhhab Hanbali yang ternama. Pada tahun 691 H al-T0fi pergi ke kota Baghdad
belajar kitab figh al-Muharrar kepada Tagiyuddin al-Zarirati, salah seorang ahli figh
Irak. Di samping itu, ia belajar bahasa Arab dan ilmu sarf kepada Abl ‘Abdullah
Muhammad ibn al-Husein al-Muwassili, belajar usul figh kepada al-Nasr al-FarGqi

dan ulama lainnya, belajar hadith kepada al-Rashid ibn al-Qéasimi, Isma’il ibn al-

2Mustafa Zaid, al-Maslahah fi al-Tashri al-1slami wa Najmuddin al-TGfi (Mesir: Dar al-Fikr
al-*Arabi, 1959), 67-68.
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Tabbal, Hafiz ‘Abd al-Rahman Sulaiman al-Hirani, dan Abu Bakar al-Qulanisi, serta
mempelajari ilmu fara’id dan logika. Pada tahun 704 H al-TOfi pergi ke kota
Damaskus belajar hadith kepada Ibn Hamzah, Ibn Taimiyah, al-Mazi, dan Ibn al-
Barzali. Kemudian pada tahun 705 H ia pergi ke kota Kairo, Mesir belajar kepada al-
Hafiz ‘Abd al-Mu’min ibn Khallaf, Qadi Sa’duddin al-Harithi, dan Abu Hayyan,
penulis Mukhtasar Kitab Sibawaih. Guru-guru al-Tafi di atas hampir seluruhnya
tokoh madhhab Hanbali, kecuali Ibn Khallaf dan Ibn al-Barzali, keduanya merupakan
ulama madhhab Shafi’1.%*

AIl-TGfi hidup pada masa kemunduran Islam dalam situasi integritas politik
Islam yang tercabik-cabik setelah jatuhnya Baghdad ke dalam kekuasaan tentara
Mongol di bawah pimpinan Hulaghu Khan. Kegiatan ilmu yang di masa ‘Abbasiyah
berpusat di kota Baghdad, Bukhara, Naisabur, Kordoba, dan Sisilia, pada masa al-
TOfT berpindah ke kota-kota Kairo, Damaskus, Halab, dan kota-kota lain di Mesir dan
Syiria. Pada masa ini perkembangan ilmu agama mengalami penurunan dan kitab-
kitab agama yang muncul pada umumnya bersifat memberi uraian-uraian dan
tambahan penjelasan terhadap kitab-kitab yang telah dikarang sebelumnya.
Sementara karangan-karangan yang bersifat orisinil hanyalah sebagian kecil saja.
Meski demikian pada masa ini muncul pula beberapa ulama yang mempunyai
pengaruh besar pada masa-masa berikutnya, di antaranya adalah lbn Taimiyah dan
Ibn al-Qayyim.*

Teori maslahah yang dikemukakan oleh al-TGfi mewakili pandangan yang

radikal dan liberal, sehingga kurang populer pada masanya. Menurut al-T{ff,

® 1bid., 70-74.
* lbid., 74.
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maslahah dalam pengertian bahasa adalah penggunaan sesuatu secara proporsional,
seperti pulpen digunakan untuk menulis dan pedang digunakan untuk memukul.
Maslahah menurut ‘urf adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat,
seperti perdagangan menyebabkan seseorang memperoleh laba. Sedangkan maslahah
menurut shara’ adalah sebab yang mengantarkan kepada tujuan Shari’ (pembuat
hukum), baik dalam bentuk ibadah maupun adat. Maslahah tersebut ada dua macam,
yaitu yang dimaksud oleh Shéri’ sebagai haknya seperti ibadah, serta yang dimaksud
oleh Shari’ untuk kemanfaatan makhluknya serta dalam rangka mengatur keadaan
mereka seperti adat.®®

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa al-T0fi, sebagaimana al-
Ghazali, membedakan antara tujuan yang ingin dicapai oleh makhluk (manusia)
dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Shéari’ (Allah selaku pembuat hukum). Dalam
pandangan al-TG(ff, maslahah tersebut haruslah manfaat yang dimaksud oleh Shéari’,
bukan setiap yang dianggap bermanfaat dalam pandangan adat yang berlaku di
masyarakat. Dengan demikian, bisa saja terjadi bahwa sesuatu adalah maslahah dalam
pandangan manusia, tetapi ia mafsadah dalam pandangan Shari’. Karena itu qisas
dinilai maslahah, karena ia menjadi sebab untuk melindungi darah, sementara
perlindungan terhadap darah manusia merupakan manfaat yang menjadi tujuan
shari’at. Demikian pula hukuman dera bagi pelaku zina dan peminum khamr, serta
beberapa ketentuan pidana lainnya.®® Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

maslahah adalah kemanfaatan yang dimaksudkan oleh Shari’ bagi hamba-hamba-Nya

% Najmuddin al-Taff, al-Ta’yin fi Sharh al-Arba’in, 239.
% Mustafa Zaid, al-Maslahah fi al-Tashri al-Islami., 211.
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berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, serta menolak
yang merusak terwujudnya perlindungan tersebut.

Mengenai macam-macam maslahah, al-TGfi tidak sepakat pembagian
maslahah menjadi mu’tabarah, mulgah, mursalah, serta dar(ri, haji, dan tahsini.
Karena dalam pandangannya, membagi maslahah dengan jenis seperti itu dinilai
berlebihan dan menyimpang (ta’assuf wa takalluf). Menurutnya, metode untuk
mengetahui maslahah yang lebih mudah, yaitu dengan cara : (1) Jika suatu perbuatan
mengandung maslahah semata, maka silahkan dikerjakan. (2) Jika suatu perbuatan
mengandung mafsadah semata, maka harus ditinggalkan. (3) Jika suatu perbuatan
mengandung maslahah di satu sisi dan mafsadah di sisi lain dengan kadar yang
seimbang, maka dapat mengajukannya kepada seorang yang dianggap ahli untuk
menilai yang lebih tepat untuk dikerjakan atau memilih salah satunya atas
pertimbangan sendiri. (4) Jika suatu perbuatan memiliki kadar maslahah yang lebih
besar, maka silahkan dikerjakan. Sebaliknya, jika kadar mafsadatnya yang lebih
besar, maka perbuatan tersebut harus ditinggalkan, sebab beramal terhadap sesuatu
yang lebih kuat, merupakan tuntunan shara’.®’

Menurut al-T0ff, ruang lingkup maslahah hanyalah di bidang mu’amalah dan
adat. Adapun dalam bidang ibadah dan mugaddarat (hukum yang telah ditentukan
kadarnya) merupakan hak Shari’ sepenuhnya yang tidak dapat dijangkau oleh akal
manusia, baik bentuk, kadar, maupun tempat dan waktunya. Karena itu, rujukan
hukum dalam ibadah adalah nass dan ijma’. Dalam ibadah, seorang hamba harus

melakukan sesuai ketentuan dari-Nya, sebab seorang hamba tidak bisa disebut taat,

5" Najmuddin al-Taff, al-Ta’yin, 214-217.
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kecuali jika ia melaksanakan perintah atasannya sesuai dengan apa Yyang
diperintahkannya serta melakukan apa yang diketahuinya yang dikehendaki oleh
tuannya. Karena itu, jika seseorang mencoba untuk merasionalkan shari’at ibadah,
maka bisa dipastikan bahwa mereka sesat dan menyesatkan. Hal ini berbeda dengan
hak-hak mukallaf. Hukum terhadap mereka adalah siyasah shar’iyyah yang ditujukan
untuk kemaslahatan mereka, karena itu maka maslahah yang dijadikan pijakan dan ia
lebih kuat dari nass dan ijma’.®

AIl-TGfT tidak menolak bahwa maslahah haruslah sesuai dengan tujuan Shari’
sebagaimana terlihat dalam definisi maslahah yang dikemukakannya. Dalam
pandangan al-TGfi, akal sehat manusia cukup memiliki kompetensi untuk
menentukan apa itu maslahah dan apa itu mafsadah sepanjang dalam batas
mu’amalah. Keberadaan maslahah dapat ditunjukkan dengan pembuktian empirik
melalui hukum-hukum kebiasaan. Menurutnya, Allah telah menciptakan sarana bagi
manusia untuk mengetahui seluk beluk kemaslahatannya sendiri. Dengan demikian,
manusia tidak perlu merujuk pada spekulasi nass yang amat abstrak yang hanya
menghasilkan kesimpulan “kemungkinan menghasilkan maslahah dan kemungkinan
tidak.”

AIl-TG0fT berpendapat bahwa maslahah merupakan sumber hukum Islam yang
berdiri sendiri sebagaimana halnya al-Qur’an dan al-Sunnah, sehingga posisi
maslahah sejajar dengan nass. Bahkan dalam bidang mu’amalah apabila terjadi
pertentangan di antara keduanya, maka maslahah yang harus didahulukan daripada

nass dengan jalan takhsis dan bayan. Pemikiran maslahah al-TUfi tersebut dibangun

* 1bid., 250.
* 1bid., 259.
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berdasarkan atas empat prinsip. Pertama, akal bebas menentukan kemaslahatan dan
kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu’amalah dan adat. Kedua, maslahah
merupakan dalil shara’ mandiri yang kehujjahannya tergantung pada akal semata.
Ketiga, maslahah hanya berlaku dalam lapangan mu’amalah dan adat kebiasaan,
sedangkan dalam bidang ibadah (mahdah) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan shara’
tidak termasuk objek maslahah karena masalah-masalah tersebut merupakan hak
Allah semata. Keempat, maslahah merupakan dalil shara’ yang paling kuat. Oleh
karena itu apabila nass dan ijma’ bertentangan dengan maslahah, didahulukan
maslahah dengan cara pengkhususan (takhsis) dan perincian (bayan) nass tersebut.”
Adapun alasan al-Tafi mendahulukan maslahah atas nass dan ijma’ adalah
sebagai berikut : Pertama, ijma’ diperselisihkan kehujjahannya, sementara maslahah
disepakati, termasuk oleh mereka yang menentang ijma’. Dengan demikian, maka
ijma’ adalah sesuatu yang diperselisihkan, sementara maslahah adalah sesuatu yang
disepakati. Berpegang kepada sesuatu yang disepakati lebih utama daripada berpegang
kepada sesuatu yang diperselisihkan.”" Kedua, nass-nass mengandung banyak
pertentangan dan hal inilah yang salah satunya menjadi sebab terjadinya perbedaan
pendapat yang tercela dalam hukum menurut pandangan shara’. Sementara itu,
memelihara maslahah secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki, yang tidak
diperselisihkan. Dengan demikian, pengutamaan maslahah ini merupakan sebab

terjadinya kesepakatan yang dikehendaki oleh shara’.”

" Husain Hamid Hassan, Nazariyyah al-Maslahah fi al-Figh al-Islami (Kairo : Dar al-
Nahdah al-*Arabiyyah, 1971), 529.

"t Najmuddin al-Taff, al-Ta’yin, 259.

2 1bid., 260.
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Pemikiran al-TGfi di atas sangat mungkin dipengaruhi oleh situasi politik
saat dia hidup. AI-TGfi hidup di mana umat Islam berada di bawah kekuasaan bangsa
Mongol. Kedigdayaan Islam yang selama berabad-abad merajai dunia hancur lebur di
bawah kaki bangsa Jengis Khan itu. Tampaknya jiwa al-T0fi memberontak melihat
situasi itu dan ingin mengembalikan kejayaan Islam yang sudah hilang. Sangat
mungkin ia berkesimpulan bahwa situasi itu akibat umat Islam terlalu terikat pada
nass-nass yang sudah baku, sehingga ia berpandangan bahwa umat Islam harus berani
melepaskan diri dari kungkungan nass-nass itu jika ingin maju dan mengembalikan
kejayaan yang pernah diraihnya. Apalagi perkembangan ilmu agama pada saat itu
mengalami kelesuan yang luar biasa di mana para ulama lebih memilih bersikap
taklid. Tidak tertutup kemungkinan ia melihat bahwa keterpakuan umat Islam
terhadap teks-teks al-Qur’an akan menyebabkan umat Islam terus ketinggalan.

11

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep maslahah sebagai
sebuah kajian filsafat hukum Islam pertama kali dimunculkan oleh al-Juwaini, yang
kemudian dielaborasi dan dikembangkan lebih lanjut oleh al-Ghazali dan ‘lzzuddin
ibn “‘Abd al-Salam. Namun demikian, konsep maslahah tersebut menjadi konsep yang
baku dalam studi hukum Islam oleh al-Shatibi yang memperkenalkan teori magasid
al-shari’ah. Dalam teori ini disebutkan bahwa tujuan shari’at Islam adalah untuk
kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan tersebut dapat
tercapai dengan pemeliharaan terhadap lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta benda, yang masing-masing dapat dibedakan dalam peringkat
darQriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. Oleh karenanya, ijtihad hukum Islam harus

selalu mengarah pada terwujudnya maslahah sebagai tujuan hukum Islam tersebut.
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